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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Tansliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin Nama  
 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba  B Be ب
 Ta  T Te ت
 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha  Kh ka dan ha خ
 Dal  D De د
 al  zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra  R Er ر
 Zai  Z Zet ز
 Sin  S Es س
 Syin  Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ s (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain  G Ge غ
 Fa  F Ef ف
 Qaf  Q Qi ق
 Kaf  K Ka ك
 Lam  L El ل
 Mim  M Em م
 Nun  N En ن
 Wau  W We و
 Ha  H Ha ه
 Hamzah  ‟ Apostrof ء
 Ya  Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟).  

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َا  fatḥah A A 

ا Kasrah I I 

ُا  ḍammah U U 

  

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

و fatḥah dan wau Au a dan u 

 

Contoh:  

َفْيَک  : kaifa  

َلْوَه  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 
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Huruf Tanda 

 fatḥah dan alif atau yā‟  ̅ a dan garis di atas ..َ. ا| ..َ. ى

ىـِ  kasrah dan yā   ̅ i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau  ̅ u dan garis di atas ـُو

 

 m ̅ta : مَاتَ

 ̅ ram : رَمَى

َلْيِق  : q l̅a 

ُتْوُمَي  : yam ̅tu 

4. Tā‟ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah,kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ِالَفْطَة الأَضْوَر  : rauḍah al-aṭfāl 

ةَلِاضَفْلَة اَنْيِدَمْلَا  : al-madinah al-fāḍilah 

ةَمْكِحْلَا  : al-ḥikmah 

 

 

 

 

 

 

 

5. Syaddah (Tasyd d̅) 
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Syaddah atau tasyd d̅ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyd d̅ (ّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َناَّربَ  : rabbanā 

اَنْيَّجَن  : najjainā 

ّقَحْلَا  : al-ḥaqq 

َمِّعَن  : nu‟ima 

ٌّوُدَع  : „aduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـِى  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi  .̅ 

Contoh: 

ٌّىِلَع  : „Al  ̅(bukan „Aliyy atau „Aly) 

َبِىُّرَع  : „Arab  ̅(bukan „Arabiyy atau „Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

(alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ُسْمَّلشَا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ةَلَزْلَّلزَا  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةَفََسْلَفْلَا  : al-falsafah 

ُدَلاِبْلَا  : al-bilādu 

7. Hamzah 

 ال
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

َنْوُرُمْأَت  : ta‟murūna 

ُعْوَّلنَا  : al-nau„ 

ٌءْيَش  : syai‟un 

ُتْرِمُأ  : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Syarḥ al-Arba „in al-Nawāwi 

Risālah fi Ri„āyah al-Maṣlaḥah 

 

9. Lafẓ al-Jalālah ( الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 
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ِهّٰالل ُنْيِد dīnullāh ِهّٰااللِب billāh 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ِهّٰالل ِةَمْحَر ْيِف ْمُه hum fi raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku ( EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd 

Al-Ṭūfi 

Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī„ al-Islāmī 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu ( anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt  = subhanahu wa ta‟ala 

Saw  = sallallahu „alaihi wasallam 

as.  =  „alaihi al-salam 

H                         = Hijrah 

M                         = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

I                          =  Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W   = Wafat Tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4 

HR   = Hadis Riwayat 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... ii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iv 

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 
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Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Muhammad Ikram 

Penelitian ini bertujuan dengan adanya dana Desa menjadikan Pemerintah 

Desa Pongkeru Menyusun Rencana Strategis Pembangunan Desa. Dengan 

berfokus pada 4 bidang yakni Pembangunan infrastruktur, Pembangunan fasilitas 

dan layanan Kesehatan, Pembangunan pendidikan, Pengembangan perekonomian 

desa. Dengan telah dibangunnya jalan desa dan fasilitsa air pompa hal ini dirasa 

terlalu boros dalam penggunaan anggaran dan pemanfaatan yang kurang merata, 

sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat Rencana Strategis 

Pembangunan Desa Pongkeru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja 

yang menjadi strategi pelaksanaan Rencana Satrategis Pembangunan Desa 

Pongkeru. Dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis 

Pembangunan Desa Pongkeru.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dengan wawancara dan observasi maka data diolah dengan 

pereduksian data, penyajian data, dan disimpulkan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil dari rencana strategis pembangunan di 

Desa Pongkeru. Rencana strategis pembangunan ini mengacu pada isu-isu 

strategis yang berada di Desa Pongkeru baik dari segi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan juga ancaman. Untuk kekuatan atau potensi desa seperti SDM yang 

produktif, SDA yang melimpah. Sedangkan untuk peluang yaitu penerapan 

pemerintahan yang baik, program-program pemberdayaan dari pemerintah. 

Adapun rencana strategis pembangunan di Desa Pongkeru tentunya dapat 

meenjadi acuan keberhasilan Pemerintah Desa Pongkeru dalam menjalankan 

program-program pembangunan lainnya. Strategi pelaksanaan rencana satrategis 

pembangunan Desa Pongkeru telah tercapai.  

Kata Kunci: Rencana strategi, Pembangunan, Desa Pongkeru 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang 

lebih baik secara terus menerus sebagai perwujudan dari masyarakat Indonesia 

yang berkeadilan, makmur, serta sejahtera dalam wadah negara kesatuan Indonesia 

sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka 

pembangunan perlu diarahkan dan direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu 

mendekati tujuan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu upaya yang 

dilakukan guna menetapkan pilihan dengan maksud agar dapat mecapai tujuan. 

Tujuan dari menetapkan pilihan adalah untuk mencapai masa depan yang lebih 

baik dengan memperkirakan kemungkinan yang terjadi sehingga mendapatkan 

cara untuk mengantisipasinya. 
1
 

Dengan demikian perencanaan dalam pembangunan merupakan fungsi 

yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan dapat dilihat akan 

dibawa kemana pembangunan tersebut dengan tetap mempertimbangkan potensi 

dan sumber daya yang dimiliki. Rencana strategi (Renstra) adalah proses yang 

digunakan untuk menentukan rencana induk yang akan diterapkan organisasi 

dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan 

dialokasian di tiap program jangka panjang untuk masa depan yang akan datang. 

Selain itu, renstra juga merupakan bagian integral dari visi, misi, program, kegiatan 

dan penyusunan anggaran. Dengan demikian Renstra adalah suatu tuntutan atau 
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acuan dalam suatu pelaksanaan pemerintah daerah/kota yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).  

Rencana strategi (Renstra) daerah merupakan suatu dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk masa periode 5 tahun dengan tujuan yaitu, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang 

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra di 

suatu daerah meliputi : (1) persiapan penyusunan renstra perangkat daerah, (2) 

penyusunan rancangan renstra perangkat daerah, (3) penyusunan perangkat akhir 

perangkat daerah, (4) penetapan resntra perangkat daerah.
2
 

Rencana strategi dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di 

desa pongkeru secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat 

beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum terlaksana secara optimal 

misalnya, perumusan program pembangunan belum dilakukan oleh perangkat desa 

dan anggota masyarakat yang mewakili, program yang di rumuskan belum bisa di 

sosialisasikan kepada masyarakat, belum dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan 

masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam program yang akan dirumuskan, 

baik dalam segi tenaga, pikiran maupun material.  

Strategi perencanaan pembangunan di Desa Pongkeru pada umumnya telah 

dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya 

belum optimal sesuai dengan strategi kebijakan yaitu, reliable, acceptable, 

implementable, dan workable. 
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Strategi dapat juga diartikan sebagai seni dan pengetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan lintas fungsional 

yang akan memberikan kemampuan kepada organisasi, untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditetapkan bersama. Strategi pembangunan ekonomi 

adalah adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja 

bagipenduduk yang ada sekarang, kedua, mencapai stabilitas ekonomi daerah. 

Pembangunna ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia 

usaha. Misalnya, lahan, sumber keuangan, infrastrutur, dan sebagainya yang 

beragam.
3
 

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM) Pongkeru 

merupakan rencana strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Apabila di 

laksanakan dengan baik pasti sebuah perencanaan yam memberikan kesempatan 

kepeda aparatur pemerintah yang baik (Good Governance) seperti partisipasi, 

transparan dan akuntabilitas. Kantor desa sering kita jumpai sistem kerja yang 

berdasarkan hirarki, di mana pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, 

memberikan konsep-konsep dalam penentuan pelaksanaan pembangunan, yang 

tentunya harus diejahwatahkan oleh para staf yang dibawahnya. apabila 

kemampuan dari staf yang ada masih dalam taraf yang rendah, maka dapat 

dipastikan akan terjadi kekeliruan dalam menganalisa apa yang dimaksudkan oleh 

pimpinannya.  
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Demikian pula halnya dengan peran dari seorang kepala desa sebagai 

aparatur pemerintah yang ada di desa, apabilah tidak mampu untuk 

mengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh 

perangkat yang ada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam 

pembangunan terlebih khusus pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang 

dipimpinnya. Oleh karena itu peranan dari aparatur pemerintah sangat ditentukan 

kualitas sumber daya dari aparatur pemerintah yang tidak tanggap terhadap 

permasalahan yang ada di desa, akan menimbulkan kepincangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan apalagi dalam pelaksanaan pembangunan.
4
 

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk desa, tentunya harus menunggu 

Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Pongkeru merupakan 

kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah 

yang ada, demi mencapai suatu pembangunan yang baik untuk negara kita. Oleh 

karena itu perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber daya 

manusia (SDM) yang ada di desa Pongkeru. Permasalahan yang di hadapi Desa  

Pongkeru sekarang ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana transportasi pertanian 

yang memadai, masih banyak jalan kebun yang harus di bangun, serta jalan desa 

yang perlu ditingkatkan, drainase masih belum memadai, sarana air bersih yang 

masih menjadi kendala pada musim panas, penyakit yang masih sering terjadi baik 

musim panas dan pada musim hujan, serta pemanfaatan lahan pertanian belum 

maksimal karena petani masih kurang modal dan masih kurang sarana.  
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Perencanaan strategi pembangunan di Desa Pongkeru sudah dapat 

dilkasanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanannya yang masih 

belum optimal misalnya perumusan program pembangunan belum dilakukan oleh 

perangkat desa dan anggota masyarakat yang mewakili, program yang dirumuskan 

belum dapat menyakinkan dan dipercaya oleh masyarakat, program yang di 

rumuskan belum disosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat belum 

mampu dapat melaksanakan dan berpartisipasi dalam program yang di rumuskan, 

baik dalam segi tenaga, pemikiran, maupun material, penerapan perencanaan 

strategi (Renstra) yang terdapat di Desa Pongkeru mengenai perencanaan 

pembangunan, seperti rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan 

rencana kerja tahunan (RKT), umtuk RPJM desa jangka waktunya hanya 1 tahun, 

sedangkan RKT jangka waktunya 5 tahun.
5
 

Rancangan rencana pembangunan Desa Pongkeru memuat visi dan misi 

kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kagiatan yang 

meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rencana 

Prioritas Program Pembangunan Desa Pongkeru (2019-2025) sesuai dengan 

rencana arah kebijakan yang ada di Desa Pongkeru yang meliputi empat bidang, 

maka untuk perencanaan kegiatan pembanguanan yang ada di Desa Pongkeru tetap 

berdasarkan empat bidang, antara lain:  
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1. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan 

lingkungan desa di antaranya; Jalan pemukiman, Jalan antara pemukiman ke 

wilayah pertanian, dan lingkungan pemukiman masyarakat Desa.  

2. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana 

kesehatan desa di antaranya; air bersih berskala desa, peningkatan pelayananan 

kesehatan desa (Poskesdes/Posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa. 

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi di antaranya: pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, Lumbung Desa, 

lahan pertanian, dan kandang ternak.  

4. Pemgembangan pembangunan, pemanfaatan dan mengaktifkan kembali 

pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Desa Pongkeru yaitu 

infrastruktur desa yang kurang memadai, kurangnya masyarakat memahami akan 

pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbades), 

kesadaran masyarakat masih rendah, minimnya sumber anggaran yang dimiliki 

desa, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, 

keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan sumber daya manusianya. 
6
 

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui, memahami 

dan efektivitas keberhasilan pembangunan ekonomi. Berkenaan dengan hasil, 
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maka penelitian ini di arahkan untuk mengkaji adanya kegiatan pembangunan 

desa, dalam hal tersebut, peneliti tertarik memilih Desa Pongkeru sebagai objek 

kajian penelitian.
7
  

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul implementasi 

rencana strategi Desa Pongkeru, Kecamatan Malili dalam upaya peningkatan 

pembangunan ekonomi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi dalam pembangunna ekonomi di Desa Pongkeru? 

2. Bagaimana evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Pongkeru? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menegetahui implementasi dalam pembangunan ekonomi di Desa 

Pongkeru 

2. Untuk mengetahui evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Pongkeru 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis kepada pembaca : 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis 

pengaruh sikap, motivasi dan dukungan akademik terhadap niat 

mahasiswa. Serta memperbanyak referensi pada penelitian selanjutnya, 

terutama untuk prodi Ekonomi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam 

IAIN Palopo 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian bagi Peneliti 

Penelitian ini membantu penulis dalam menyelesaikan studi akhir di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, prodi Ekonomi Syariah 

fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Palopo.   

b. Manfaat Penelitian Masyarakat (Desa Pongkeru) 

Penelitian ini membantu di Desa Pongkeru untuk mencari solusi terbaik 

dalam proses atau aktivitas peningkatan pembangunan ekonomi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk mengetahui persamaan dan perbaikan dalam penelitian sebelumnya, 

maka peneliti akan membandingkan dengan hasil penelitian lainnya. Ada 

beberapa penelitian yang sebelumnya pernah di lakukan yaitu:
8
 

Chris Wijayanti Puspita, Farida Rachmawati dan Hadi Sumarsono pada 

tahun 2019 dengan judul Rencana Strategis Pembangunan Desa (Studi Pada 

Desa Katua kecamatan Dompo Kabupaten Dompo). Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah 

pemerintah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

oleh penulis yang bersumber dari observasi dan wawancara mengenai rencana 

strategi pembangunan desa (studi pada desa katua kecamatan dompo kabupaten 

dompo). Adanya Dana Desa menjadikan Pemerintah Desa Katua Menyusun 

Rencana Strategis Pembangunan Desa. Dengan berfokus pada 4 bidang yakni 

Pembangunan infrastruktur, Pembangunan fasilitas dan layanan Kesehatan, 

Pembangunan pendidiakan, Pengembangan perekonomian desa. Dengan telah 

dibangunnya jalan desa dan fasilitsa air pompa hal ini dirasa terlalu boros dalam 
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 Dzul Arsyil, Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Garam Pada 

Cv Usaha Baru Mandiri Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam), (Sekolah Tinggi Islam Negri 

Palopo, 2014). H. 59. 
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penggunaan anggaran dan memanfaatan yang kurang merata, sehingga penelitian 

ini perlu dilakukan untuk melihat Rencana Strategis Pembangunan Desa Katua.
9
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi strategi 

pelaksanaan Rencana Satrategis Pembangunan Desa Katua. Dan juga untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Desa Katua. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dengan wawancara dan observasi maka data diolah dengan pereduksian 

data, penyajian data, dan disimpulkan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil dari rencana strategis pembangunan 

di Desa Katua. Rencana strategis pembangunan ini mengacu pada isu-isu strategis 

yang berada di Desa Katua baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga 

ancaman. Untuk kekuatan atau potensi desa seperti SDM yang produktif, SDA 

yang melimpah. Sedangkan untuk peluang yaitu penerapan pemerintahan yang 

baik, program-program pemberdayaan dari pemerintah. Adapun rencana strategis 

pembangunan di Desa Katua tentunya dapat meenjadi acuan keberhasilan 

Pemerintah Desa Katua dalam menjalankan program-program pembangunan 

lainnya. Strategi pelaksanaan rencana satrategis pembangunan Desa Katua telah 

tercapai.  

Randi Koterisa, Ronny Gosal, dan Frans Singkoh, pada tahun 2020 dengan 

judul Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan 

Potensi Ekonomi Local Di Desa Sungai Landai. Penelitian ini menggunakan 
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Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Katua Kecamatan Dompo Kabupaten Dompo)”, Jurnal 
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metode kualitatif yaitu mencari pemahaman dengan membangun sebuah 

gambaran yang menyeluruh dan kompleks dari sebuah masalah sosial atau 

manusia. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik Qualitative Data 

Analysis yang terdiri dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan kesimpulan (conclusion). 
10

 

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam 

terhadap informan yang dipilih yaitu Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan 

Desa, Pendamping Lokal Desa, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan 

Mestong, Kepala Desa, Sekretaris desa, Anggota BPD, Pelaku ekonomi di desa, 

Ketua LPM dan Perwakilan RT untuk memperoleh informasi dan cara pandang 

tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya peneliti 

melakukan observasi berupa pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan 

pengumpulan dokumen seperti peraturan dan RPJM Desa serta foto kegiatan yang 

relevan.  

Kemudian untuk proses analisis, peneliti melakukan pengelompokan data 

yang telah dikumpulkan berdasarkan tahapan perencanaan strategis dan 

menyajikannnya dalam bentuk informasi yang terkompresi untuk memudahkan 

dalam melihat dan memahami apa yang terjadi dalam penyusunan RPJM Desa 

Sungai Landai. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan disertai dengan 
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Randi Koterisa, Ronny Gosal, dan Frans Singkoh, “Perencanaan Strategis Desa Dalam 

Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Local Di Desa Sungai Landai”. Jurusan Ilmu 

Pemerintah, Vol. 3, No. 3, (2020) 
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verifikasi dengan melihat kembali data-data yang telah dikumpulkan dari setiap 

tahapan perencanaan strategis.
11

 

Nur Aidul Warda, pada tahun 2022 dengan judul Strategi Perencanaan 

Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten 

Pangandaran. Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis. 

Metode ini menitikberatkan pada observasi, maka peneliti hanya mengamati dan 

mencatat gejala langsung sebagai observasi dan penulis melakukan wawancara ke 

lapangan. Data dalam penelitian ini, adalah sejumlah keterangan dan informasi 

yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa di Desa 

Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber data 

yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan. 

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan 

(observasi dan wawancara).
12

 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Strategi perencanaan pembangunan 

desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara 

umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator 

pelaksanaannya yang masih belum optimal, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi 

berupa kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya musrenbandes, 

kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, 

                                                             
11 Randi Koterisa, Ronny Gosal, dan Frans Singkoh, “Perencanaan Strategis Desa 

Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Local Di Desa Sungai Landai”. Jurusan Ilmu 

Pemerintah, Vol. 3, No. 3, (2020) 
12

 Nur Ainul Warda, “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik 

Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”. Skripsi, (Makassar: Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2022), h. 31. 
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minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, adanya tarik menarik 

kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan masalah ekonomi dan 

keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya dan 3) Upaya-upaya yang 

dilakukan yaitu mengajak masyarakat supaya lebih aktif, memberikan 

pemahaman kepada masyarakat, menambah sejumlah anggaran untuk biaya 

operasional kegiatan, melakukan safari kerja ke setiap rukun tetangga dan 

membuat jadwal pembangunan, membagi-bagi jadwal pengerjaan antar RT 

supaya semua masyarakat dapat terlibat.
13

 

B. Deskripsi Teori 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang 

berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah ataupun swasta yang 

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. 

Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk menilai, mengevaluasi 

dan mengukur apakah kebijakan atau peraturan yang dilakukan dapat berjalan 

sesuai dengan ketentuan atau apakah berjalan dengan baik atau tidak, dengan 

begitu apakah perlu dilakukan evaluasi atau tidak terhadap kegiatan program 

tersebut.
14

 

 

 

                                                             
13 Nur Ainul Warda, “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik 

Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”. Skripsi, (Makassar: Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2022), h. 31. 
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Dinding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi, Vol. Vol 4, No. 1, (Januari 2017): h. 37. 
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2. Perencanaan Strategi (Renstra) 

Rencana atau perencanaan merupakan keseluruhan dari proses pemikiran 

dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan 

dengan maksud agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana 

adalah representasi kognitif secara hierarkis dari urutan tindakan yang 

diarahkan pada tujuan. Dengan kata lain, rencana adalah gambaran awal atau 

mental dari sejumlah tugas individu yang akan dilakukan seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Karena beberapa tindakan harus diselesaikan terlebih 

dahulu agar dapat dilakukan tindakan lainnya, maka tahapan yang akan diikuti 

disusun secara hierarkis atau progresif. Perencanaan, kemudian, adalah suatu 

proses yang melibatkan pemikiran tentang beberapa rencana  tindakan.  

Selanjutnya, terkait dengan istilah perencanaan, Coleman Woodbury 

mendefinisikan perencanaan sebagai: “The process of preparing, in advance, 

and in a reasonably systematic fashion, recommendation of policies and 

courses of action, with careful attention given to their possible by-product, side 

effects, or “spillover effects”. Perencanaan dapat dipahami sebagai serangkaian 

tindakan yang melibatkan persiapan, pemilihan alternatif, dan pelaksanaan. 

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara logis dan metodis untuk 

memungkinkan prediksi dan antisipasi berbagai kemungkinan hasil. Mengingat 

uraian ini, penting untuk dicatat bahwa seberapa baik suatu rencana 

dilaksanakan, akan selalu ada dampak positif dan buruk. Oleh karena itu, 

penting bagi setiap rencana untuk memiliki kemampuan memperkirakan dan 
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memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari 

pelaksanaan rencana yang telah disusun.  

Sesuai dengan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan pilihan-pilihan dari 

sejumlah besar kemungkinan dengan tujuan mencapai tujuan disebut dengan 

perencanaan atau perencanaan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

maksud untuk mencapai masa depan yang lebih baik dengan cara 

mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi guna 

menemukan cara untuk meramalkan semua kemungkinan tersebut. Apa yang 

muncul sebagai konsekuensi dari keputusan-keputusan ini disebut sebagai 

rencana. Rencana tidak hanya memberikan penjelasan mengenai keputusan 

yang telah diambil, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai alasan 

pengambilan keputusan tersebut dan cara melaksanakan keputusan tersebut, 

serta cara memusatkan sumber daya organisasi, memastikan bahwa unsur-

unsur organisasi bekerja dengan baik menuju target, dan mengevaluasi serta 

menyesuaikan arah organisasi dalam menanggapi perubahan lingkungan. 

Perencanaan strategis adalah upaya sistematis untuk membuat penilaian dan 

aktivitas yang akan mengarahkan organisasi mengenai apa yang akan dicapai 

dan bagaimana melakukannya dengan fokus pada masa depan. 

 Kata strategi, berkaitan dengan kegiatan dalam pertempuran dan 

bagaimana mengelabui lawan. Menurut Rudiadi dkk. (2021), dalam kaitannya 

dengan pengelolaan organisasi nirlaba, strategi dikaitkan dengan lingkungan 

yang dinamis dan seringkali menimbulkan bahaya bagi proses pencapaian misi 
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dalam pelayanan publik. Salah satu instrumen manajemen adalah perencanaan 

strategis, dan seperti instrumen manajemen lainnya, perencanaan strategis 

digunakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Praktik perencanaan strategis 

merupakan alat sekaligus proses kepemimpinan. (Soeswoyo, 2021). Kemudian 

perencanaan strategis dirumuskan oleh McNamara, sebagai penetapan arah 

akan kemana suatu organisasi pada tahun-tahun  selanjutnya akan menuju, 

disertai bagaimana cara organisasi tersebut akan sampai pada tujuan yang 

dimaksud. Perencanaan strategis dapat dilakukan untuk lingkup satu organisasi 

sebagai satu kesatuan menyeluruh atau lingkup bagian-bagian utama 

organisasi, tetapi umumnya mencakup lingkup satu organisasi sebagai satu 

keseluruhan (Se et al., 2021). “Untuk menyusun rencana operasional lima 

tahunan, perlu memanfaatkan rencana strategis yang telah disusun baik dari 

segi visi, tujuan, permasalahan pokok, dan pengembangan strategi sebagai 

acuan. Program kerja dan kegiatan, tujuan, dan tahapan merupakan beberapa 

komponen yang dimasukkan dalam rencana operasional lima tahun ke depan. 

Setelah itu, rencana operasional lima tahun dipecah menjadi rencana 

operasional tahunan yang mencakup proyek atau kegiatan, tujuan, atau alasan 

yang mendasarinya”. Definisi perencanaan strategis di atas, dapat disimpulkan 

beberapa point penting dari perencanaan strategis, yaitu: a. Merupakan 

kerangka berpikir logis untuk menentukan tujuan kedepan. b. Merupakan 

sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan. c. Memperkirakan dan 

mengantisipasi kemungkinan. d. Merupakan pembuat keputusan. e. Terdapat 
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pengukuran hasil dan umpan balik. Perencanaan strategi adalah proses 

pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan dan program strategi 

yang akan diperlukan untuk tujuan tersebut. 
15

 

Menurut Siagian P. Sondong mengemukakan bahwa strategi adalah 

serangkaian keputusan dan sebuah tindakan mendasar yang dibuat oleh 

manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Konsep tersebut 

lebih upaya menitik beratkan pada upaya pimpinan dalam menetapkan sasaran 

yang harus dicapai organisasi melalui suatu perencanaan yang akurat, matang 

dan sistematis. 
16

 

Dari definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perencanaan strategi (Renstra) merupakan suatu proses atau sebuah tindakan 

yang dilkakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

a. Manfaat perencanaan stratgi (renstra) 

Perencanaan strategi memiliki manfaat yang besar bagi organisasi sektor 

publik agar lebih efektif dalam melakukan suatu tindakan.  

Menurut Steiner, dkk dalam Bryson menjelaskan bahwa perencanaan 

strategi dapat membantu suatu organisasi yakni. 
17

 

1. Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang    efektif. 

2. Memperjelas arah masa depan.  

                                                             
15

T. Hani Handako, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 92.  
16

Siagian P. Sondong, Manajemen Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 20.  
17

Steiner, “Komparasi Perencanaan Strategis (Renstra ) Kemendikbud dan SMA Negeri 

68 Jakarta Berdasarkan Analisis Teori”, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22, No. 2, (2019): h. 143. 
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3. Menciptakan prioritas. 

4. Membuat keputusan sekarang dan mengingat konsekuensi masa         depan. 

5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan 

keputusan. 

6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang 

berada di bawah kontrol organisasi. Membuat keputusan yang melintasi 

tingkat dan fungsi. 

7. Memecahkan masalah utama organisasi. 

8. Memperbaiki kinerja organisasi. 

9. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. 

10. Membangun kerja kelompok dan keahlian, keahlian merupakan prioritas 

dari organisasi. 

b. Langkah-langkah perencanaan strategi (resntra) 

Menurut Texas Workforce Commission, untuk melakukan perencanaan 

strategi perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu: 

1. Membentuk tim perencanaan. 

2. Mendiskusikan model perencanaan yang akan diadopsi. 

3. Memastikan setiap anggota tim memahami proses dan hasil yang 

diharapakan. 

4. Menyediakan waktu yang cukup untuk proses perencanaan. 

5. Mendiskusikan misi lembaga dan kontribusi setiap anggota untuk itu. 
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6. Membangun dasar informasi untuk memberikan hasil dan output yang 

spesifik.
18

 

c. Tahap-tahap perencanaan strategi (renstra) 

Menurut Edwar Sallis terdapat lima tahapan perencanaan strategi 

(renstra) yaitu:
19

 

1. Visi, misi dan tujuan. 

2. Perencanaan operasi dan bisnis. 

3. Kebijakan dan perencanaan mutu. 

4. Biaya mutu. 

5. Monitoring dan evaluasi. 

Bryson mengemukakan delapan tahan perencanaan strategi (renstra) 

untuk organisasi public dan nirlaba (strategic planning for public and 

nonprofit organization) yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

1) Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategi. 

2) Memperjelas mandat oganisasi. 

3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. 

4) Menilai lingkungan eksternal. 

5) Menilai lingkungan internal. 

6) Mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi. 

7) Merumuskan strategi untuk mengola isu-isu. 

8) Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.
20

 

                                                             
18 Steiner, “Komparasi Perencanaan Strategis (Renstra ) Kemendikbud dan SMA Negeri 

68 Jakarta Berdasarkan Analisis Teori”, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22, No. 2, (2019): h. 143. 
19

Edwar Sallis, Total qulity Management In Education, (Jogjakarta. IRCiSod,2017), h 

212.  
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3. Model Perencanaan Strategis 

Telah banyak model yang dikembangkan dan dirumuskan mengenai 

perencanaan strategik organisasi. Namun perlu Penting untuk diingat bahwa 

tidak ada satu model perencanaan strategis yang sempurna secara mutlak. 

Sebaliknya, organisasi sering kali menggabungkan model perencanaan 

strategis yang berbeda. Misalnya, mereka mungkin menggunakan model 

skenario untuk membuat daftar permasalahan atau masalah dan tujuan 

strategis, dan kemudian mereka dapat menggunakan model berbasis 

masalah untuk secara tepat menyelesaikan dan menghadapi masalah. 

tersebut serta mencapai tujuan mereka. Adapun model-model perencanaan 

strategis adalah sebagai berikut:
21

 

1) Model Perencanaan Strategik Dasar 

Model ini menggambarkan proses perencanaan strategik yang paling 

dasar dan biasanya diikuti oleh organisasi kecil dan belum banyak 

berpengalaman dengan perencanaan strategik. Komponen model ini terdiri 

atas langkah-langkah sebagaimana diantaranya: 

a) Merumuskan misi (tujuan dasar) organisasi.  

b) Merumuskan tujuan-tujuan khusus untuk mencapai misi organisasi.  

c) Menetapkan pendekatan dan strategi pencapaian tujuan.  

d) Merumuskan rencana tindakan khusus sebagai langkah kegiatan 

penerapan dari setiap strategi, sasaran yang ingin dicapai 

                                                                                                                                                                       
20

Dikson Silitonga, “Komparasi Perncanaan Strategi (Renstra) Kemendikbud dan SMA 

Negeri 68 Jakarta Berdasarkan analisis Teori”‟ Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22, No. 2, 

(2019):h. 145.  
21

Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, “Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan 

Masyarakat”, Edisi 2, (Makassar: Cv. Nurlina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018), h. 23.  
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hendakanya terukur agar memudahkan monitor dan mengevaluasi 

keberhasilannya.  

e) Memonitor dan menyempurnakan rencana. 

2) Konsep Perencanaan Strategis Model Fred R. David 

Menurut Rohma, (2021), proses perencanaan strategis adalah suatu 

bagian dari manajemen strategis. Manajemen strategis terdiri dari tiga 

tahap yakni, formulasi,dan  implementasi strategi.
22

 

1. Perumusan/formulasi strategi, pada tahap ini perusahaan dapat 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengembangan pernyataan misi perusahaan.  

b. Melakukan audit internal dan eksternal. 

c. Penetapan sasaran jangka panjang.  

d. Menghasilkan, mengevaluasi dan memilih strategi. 

2. Implementasi strategi, pada tahap ini perusahaan dapat melakukan: 

a. Menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan.  

b. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk 

melaksanakan strategi yang sudah dipilih pada tahap perumusan 

strategi.
23 

 

 

                                                             
22

Fred R. David dan Rohma, “Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi 

Daerah”, Vol. 19, No. 3, (tahun 2021): h. 8.  
23

Dikson Silitonga, “Komparasi Perncanaan Strategi (Renstra) Kemendikbud dan SMA 

Negeri 68 Jakarta Berdasarkan analisis Teori”‟ Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22, No. 2, 

(2019):h. 145.   
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4. Pembangunan Ekonomi 

Pembanguan ekonomi yaitu suatu proses yang menyebabkan 

terjadinya kenaikan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam 

jangka panjang. Adapun teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

ekonomi antara lain: 

a. Teori Klasik 

Teori kelasik atau bisa juga disebut   aliran   kelasik muncul akhir 

abad ke 18 dan permulaan abad ke 19. Pada umumnya para ahli ekonomi 

yang mengemukakan teorinya pada sekitar abad tersebut, dinamakan kaum 

klasik. Aliran kelasik sendiri dalam sejarahnya ada dua yaitu aliran Kelasik 

dan aliran Neo Kelasik. Yang termasuk aliran kelasik adalah mereka yang 

mengemukakan teorinya sebelum tahun 1870-an, yang termasuk dalam 

golongan ini adalah Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo dan John 

Stuart Mill. Yang termasuk aliran neo kelasik adalah mereka yang 

mengemukakan teorinya sesudah tahun 1870-an, yang termasuk dalam 

golongan ini adalah Alfred Marshall, Leon Walras dan Knut Wicksel.
24

 

a. Teoei Karl Marx 

Karl Marx sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul Das Kapital. 

Melalui ajarannya ini Marx telah mempesonakan ratusan juta umat 

manusia. Ajaran Karl Marx ini terkenal dengan sebutan Marxis yang 

menurut Schumpeter, Marxisme adalah agama. Menurut kaum Marxisme 

kolot, tantangan bukan saja dianggap sebagai suatu kekeliruan tapi adalah 

                                                             
24

 Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, “Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan 

Masyarakat”, Edisi 2, (Makassar: Cv. Nurlina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018), h. 23. 
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juga dosa. Dengan demikian kaum Marxisme ini merupakan penganut suatu 

kepercayaan. 

Sumbangan Karl Marx terhadap teori pembangunan ekonomi dengan 

menitik beratkan masalah kapitalis yang   menurut   Marx sendiri 

meramalkan bahwa: kapitalis akan mengalami suatu keruntuhan dalam 

jangka panjang dan atas dasar ramalan ini maka komunis mendirikan 

bangunan besarnya.
25

 

b. Teori Schumpeter 

Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan 

ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di 

Jerman tahun 1911, yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business 

Cycles tahun 1939 dan Capitalis m, Sosialicism, and Democracy pada tahun 

1942 tanpa ada perubahan yang berarti. 

Menurut Schumpeter Pembangunan ekonomi ditentukan oleh adanya 

inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur, 

yaitu golongan masyarakat yang mengorganisir dan mengembangkan 

faktorfaktor produksi lainnya untuk menciptakan barang- barang yang 

diperlukan oleh masyarakat.
26

 

Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau 

pembaharuan dalam perekonomian. Inovasi atau pembaharuan itu dapat 

berupa: 

                                                             
25 Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, “Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan 
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a. Memperkenalkan suatu barang baru. 

b. Penggunaan cara baru dalam memproduksi sesuatu barang. 

c. Memperluas pasar. 

d. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru. 

e. Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industry. 

c. Aliran Neo Klasik 

Sekitar pada tahun 1870 an pergeseran dalam aliran ekonomi, di mana 

aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonimi klasik. Alasan 

adanya pergeseran ini di samping pada waktu itu nampak pentingnya 

kemajuan teknologi dan adanya penemuan-penemuan sumber produksi 

baru, juga ada kemungkinan-kemungkinan untuk perkembangan lebih 

lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru ini disebut dengan aliran 

Neo Klasik. 

d. Teori Keynes 

Teori Keynes ini lebih banyak ditujukan untuk negara kapitalis maju dari 

pada negara berkembang. Adapun ringkasan teori dari Keynes ini dapat 

dijelaskan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total 

dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar 

volume pekerjaan yang dihasilkannya demikian pula sebaliknya. Volume 

pekerjaan tergantung pada permintaan efektif.
27

 

e. Teori Post Keynesian 

Teori-teori yang dikemukakan sejak peran dunia II pada umumnya 
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mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Keynes. Pemikiran Keynes ini 

ditandai dengan adanya unsur-unsur dinamika dalam sistem analisis tentang 

proses dan perkembangan ekonomi sehingga teori Keynes ini dapat terus 

berlangsung dan berkembang. 

f. Teori Harrod 

Roy F Harrod mengemukakan teorinya dalam tulisannya yang berjudul 

“An Essay Inovasi Dynamic Theory (Sebuah Esai Inovasi Teori Dinamis) 

dalam Jurnal Ekonomi edisi 49 pada tahun maret tahun 1939” dan “Toward 

a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic Theory 

and Their Application Policy (Menuju Ekonomi Dinamis: Beberapa 

Perkembangan Terdahulu Teori Ekonomi dan Kebijakan Aplikasinya) pada 

tahun 1984”. Pokok Pikiran Harrod berkisar pada masalah pertumbuhan 

ekonomi yang dapat berlangsung secara terus menerus dalam pola keadaan 

ekuilibrium yang stabil.
28

 

Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan 

dengan masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang itulah 

yang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi 

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pembangunan dan ekonomi. 

a. Pembangunan 

Pengertian akademis ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan 

(development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah 
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perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat 

statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan 

mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (Gross 

National Income) tahunan pada tingkat, katakanlah 5 persen hingga 7 persen, 

atau bahkan lebih tinggi lagi, jika hal itu memang memungkinkan.
29

 

b. Ilmu Ekonomi 

Adapun ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku 

individu dan oragnisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa. Hal-hal yang dipelajari dalam ilmu ekonomi yaitu kelangkaan, 

pilihan-pilihan, dan biaya kesempatan, masalah dalam ekonomi yaitu produksi, 

konsumsi, dan distribusi.
30

 

Dalam beraktivitas ekonomi umat islam dilarang melakukan tindakan bathil. 

Namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho, 

sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-nisa/4:29. 

                        

                            

Terjemahan: 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah jangan lah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

                                                             
29

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi 9, (Jakarta: 

Erlangga, 2006), h. 19.  
30

Erlina Rufaidah, Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 7.  
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membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang 

kepadamu”.
31

 

 

5. Pembangunan Desa 

Pembangunan diartikan secara luas mencakup berbagai bidang kehidupan 

seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik serta keamanan yang 

mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya 

dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif agar secara 

berkesinambungan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat mengalami 

peningkatan. Untuk semakin memperkuat daya saing ke arah pemerataan 

kesejahteraan, metode kebijakan pembangunan yang mendorong pemerataan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan akan terus didorong dan 

didukung. Pembangunan desa merupakan salah satu program pembangunan 

yang dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan output, pendapatan, 

dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan mutu hidup di bidang 

kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Pembangunan desa dapat dianggap 

sebagai salah satu program pembangunan. Terdapat ada dua aspek penting 

yang menjadi objek pembangunan, kedua aspek tersebut diantaranya:
32

 

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik  

Pembangunan desa dalam aspek fisik merupakan pembangunan yang 

objek utamanya dalam bentuk fisik seperti sarana, prasarana dan manusia di 

pedesaan. Contohnya, jalan di desa, bangunan, pemukiman, jembatan, 

bendungan irigasi, sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 
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Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Ponegoro: Cv Penerbit, 2008), h. 
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2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan masyarakat  

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan masyarakat merupakan 

merupakan pembangunan yang objek utamanya dalam bentuk peningkatan 

pembangunan dan kemampuan (skill) dengan memberdayakan masyarakat 

daerah pedesaan sebagai warga negara, dalam hal ini seperti pendidikan, 

pelatihan dan pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan 

sebagainya.
33

 

6. Manajeman Pembangunan Desa 

Rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam forum 

musyawarah (Musrenbangdes) harusnya dapat dilakukan dengan baik. Dengan 

demikian maka para pelaku pembangunan di desa harus dapat dilakukan 

dengan prinsip-prinsip pembangunan desa. Prinsip-prinsip pembangunan desa 

diantaranya pertama yaitu transparansi (keterbukaan), kedua partisipatif, ketiga 

dapat dinikmati masyarakat, keempat dapat dipertanggungjawabkan 

(akuntabilitas), dan yang kelima adalah berkelanjutan (sustainable). 

Kemudian dalam Pasal 14 PP. Nomor 72 Tahun 2005, disebutkan sebagai 

berikut:  

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif.  

Dengan demikian dari pengertian-pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen pembangunan adalah kekuasaan merencanakan 

dan mengatur sumber daya desa, serta kewenangan melaksanakan cara-cara 

penegakan peraturan desa. Apabila perencanaan dilakukan sedemikian rupa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pembangunan akan terlaksana 

secara efektif, tepat sasaran, dan hasilnya dapat dimanfaatkan. Dalam proses 

perencanaan pembangunan desa, disusun rencana efektivitas kegiatan dalam 

kerangka pengendalian dan pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan. 

Selain itu, juga disertakan rencana penempatan dan penyaluran dana. 

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana 

Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa), diperlukan agar desa dapat 

memasukkan perencanaan pembangunan ke dalam pembangunan daerah. 

sistem. 

7. Rencana Strategis Pembangunan Desa Pongkeru 

Rencana Prioritas Program Pembangunan Desa Pongkeru (2019-2025) 

sesuai dengan rencana arah kebijakan yang ada di Desa Pongkeru yang 
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meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan pembanguanan yang 

ada di Desa Pongkeru tetap berdasarkan empat bidang, antara lain: 

1) Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana 

dan lingkungan desa, termasuk jalan pemukiman, jalan yang 

menghubungkan kawasan pemukiman dengan kawasan pertanian, dan 

kawasan pemukiman masyarakat di dalam desa.  

2) Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana 

kesehatan di desa, meliputi penyediaan air bersih skala desa, peningkatan 

pelayanan kesehatan desa (Posyandu), serta prasarana dan sarana 

kesehatan desa.  

3) Meningkatkan penciptaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana 

pendidikan, meliputi; subsidi pendidikan Siswa Desa Pongkeru dengan 

program Satu Rumah Satu Sarjana, Pendidikan Anak Usia Dini, serta 

kegiatan belajar masyarakat dan fasilitas pelatihan. Selain pembentukan 

dan pertumbuhan BUMDesa, juga dilakukan penguatan permodalan 

BUMDesa, Lumbung Desa, lahan pertanian, dan kandang hewan, juga 

termasuk pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perekonomian. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka piker adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar 

konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, 

dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu 
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Proses Implementasi 

Pembangunan Ekonomi 

yang terkait. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka 

pikir dapat disajikan sebagai berikut: 

                                 

                                                                                                  

Berdasarkan skema di atas, dalam proses pelaksanaan rencana strategi 

(renstra) hal tersebut dimasukkan agar dapat memastikan kondisi atau aspek 

kelemahan dan kekuatan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu upaya 

peningkatan pembangunan.  

Rencana Strategi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini 

adalah penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persipsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Menurut Hadari Nawawi, metode 

penlitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadanan subjek-subjek 

penelitian (seseorang Lembaga masyrakat dan sebagainya), berdasarkan fakta-

fakta yang nyata atau sebagaimana adanya. Adapun tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara hubungan yang diselidiki. 
34

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
35

 

Selain itu lokasi ini sangat mudah dijangkau sehingga nantinya akan 

mempermuda peneliti dalam melakukan penelitiannya. 

                                                             
34

 Sugiyono, Metode Penelitian  Manajemen, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 38. 
35

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.  
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C. Defenisi Istilah 

1. Implementasi  

Suatu proses gagasan yang diterapkan berbagai bidang, tanpa batasan 

apapun. 

2. Rencana Strategi  

Suatu dokumen yang digunakan untuk bersaing kepada pihak lain pada saat 

membuat suatu rencana pembangunan seperti pembangunan infrastrutur dan 

lain sebagainya. 

3. Pembangunan  

Suatu proses perubahan yang dilakukan baik yang mencakup bidang social, 

seperti dokumen, infrastrutur, pendidikan dan lain sebaginya. 

4. Ekonomi 

Ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi suatu 

kebutuhannya seperti sandang, papan dan pangan. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
36

 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian yang akan digunakan untuk analisis dan pembahasan masalah. 

Dalam penelitian ini tekhnik pemilihan data primer dilakukan dengan cara 

purposive sampling, yaitu tekhnik pengambilan sampel/sumber data dengan 

                                                             
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.   
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pertimbangan tertentu. Dalam hal ini data primer yang dipilih sebagai 

informan adalah masyarakat Desa Pongkeru Kecamatan Malili. 

2. Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah 

berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan 

lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu 

diolah lagi. Sumber data yang tidak langsung memberikan data pada 

pengumpul data. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulann data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data-data dari perusahaan yang akan di teliti. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data dari 

perusahaan yang diteliti.
37 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan 

dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang 

berkenaan dengan topik penelitian.
38

 

2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak 

                                                             
37 Sugiyono, Metode Penelitian  Manajemen, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 38. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.   
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yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan.
39

 

3. Dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun eletronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.  

F. Uji Keabsahan Data  

Dalam penelitian ini, teknik validitas data dengan uji kredibilitas yang akan 

dipakai yakni Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran atau kredibilitas 

suatu data dengan cara memeriksa data yang didapat melalui berbagai 

sumber. Triangulasi sumber ini difungsikan oleh peneliti untuk memeriksa 

data yang didapat dari hasil dokumentasi, observasi serta wawancara.
40

 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan 

memeriksa. data dari sumber yang serupa tapi berbeda teknik, triangulasi 

teknik difungsikan oleh peneliti setelah memperoleh hasil wawancara yang 

kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. 

 

                                                             
39

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.    
40 Sugiyono, Metode Penelitian  Manajemen, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 38. 
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G. Informasi Atau Subjek Penelitian 

Informasi atau subjek dalam penelitian adalah pihak-pihak yang 

dijadikan sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, baik itu manusia 

maupun lembaga yang terkandung dalam penelitian. Adapun yang akan 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat  dan pemerintahan di 

Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
41

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian 

karena membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian terhadap data yang telah 

diolah. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dalam bentuk 

mentah dan mengolanya secara baik agar menghasilkan data yang baik. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif.
42

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancaran, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
43

 

a. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

                                                             
41

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.     
42

Sugiyono, Metode Penelitian  Manajemen, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 38.  
43

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.     
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mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan 

akhir.
44

  

b. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data 

yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dari bentuk 

informasi yang komplek menjadi sederhana namun selekti.
45

 

Penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan 

data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan 

sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung. Alfabeta, 2019). H. 104.     
45

Sugiyono, Metode Penelitian  Manajemen, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 38.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Faktor geografis merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi keadaan kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia 

termasuk masyarakat yang berada di Desa Pongkeru Ke.Malili, Kab.Luwu 

Timur. Faktor geografis ini dikatakan sangat penting karena secara langsung 

berpengaruh terhadap makhluk dalam lingkungan sebagaimana kenyataan yang 

telah terjadi di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan yang telah tersedia 

termasuk  di dalamnya tanah dengan segalah kekayaan baik berbentuk daratan, 

pegunungan, lautan, tumbuh-tumbuhan dan binatang, termasuk iklim. Letak 

geografis suatu wilayah adalah suatu kondisi. 

Desa Pongkeru merupakan satu dari 15 desa di Kecamatan Malili, 

Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas wilayah 30,52 Km. Daerah yang 

berjarak kurang lebih 10 km dari ibukota kecamatan ini memiliki 3 (tiga) 

Dusun, yakni: Hulu Padang, Salosikambara dan Kawasule. Dengan batas 

wilayah antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laskap, Sebelah 

Timur berbatasan dengan Sungai Larui, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Wewangriu dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasi-Pasi. Rata-rata 

penduduk menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun. 

Keadaan topografis Desa Pongkeru adalah daerah dataran rendah dan 

daerah perbukitan. Iklim desa beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim 
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hujan dan musim kemarau. Adapun data kewargaan Desa Pongkeru sebagai 

berikut: 

1. Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Pongkeru terdiri dari 608 KK dengan total jumlah 

jiwa 2.141 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.144 jiwa dan jumlah 

perempuan sebanyak 997 jiwa. 

2. Tingkat Pendidikan 

Data menurut tingkat pendidikan di Desa Pongkeru Kecamatan 

Malili Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut: 

No Strata Pendidikan Jumlah 

1 SD 258 

2 SMP 266 

3 SMA 66 

4 Strata 1 30 

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2023 

3. Pekerjaan 

Beralaskan data yang di peroleh dari Kantor Desa Pongkeru 

menunjukkan bahwa keadaan penduduk beralaskan mata pencaharian 

sebagai berikut: 

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total 

1 PNS 7 12 19 

2 Polri 2 0 2 

3 Tukang Jahit 2 0 2 

4 Petani 304 303 307 

5 Karyawan 91 5 96 

6 

7 

8 

Honorer 

Belum Kerja 

Wiraswasta  

15 

444 

19 

0 

402 

0 

15 

846 

19 

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2023 
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4. Data Penduduk Berdasarkan Usia 

Adapun data pembagian penduduk berdasarkan tingkat usia 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

No Kelompok Umur Jumlah Jiwa 

1 0-12 Th 312 Jiwa 

2 13-24 Th 560 Jiwa 

3 25-50 Th 988 Jiwa 

4 60 Th keatas 380 Jiwa 

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2023 

5. Pola Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Desa Pongkeru ini sendiri sebagian besar di 

gunakan untuk bertani atau berkebun, sedangkan untuk sebagian lahan 

adalah hutan rimbun yang belum di kelola 

6. Sarana dan Prasarana Desa 

Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah dapat 

dilihat dari segi pembangunan infrastrukturnya. Adapun sarana dan 

prasarana Desa Pongkeru yaitu kantor desa 1 unit, SD 2 unit, TK 1 unit, 

Pustu 1 unit, Posyandu 3 unit, Masjid 2 unit, Musholla 2 unit, Aula Kantor 

Desa 1 unit, Gereja 4 unit. 

7. Struktur Kelembagaan 

Adapun struktur kelembagaan BPD Desa Pongkeru yaitu: 

a. Ketua    : 1 Orang 

b. Wakil Ketua  : 1 Orang 

c. Sekretaris   : 1 Orang 

d. Anggota    : 4 Orang 
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8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa 

Aksan, SH 

Sekertaris Desa 

Emi Kamaruddin 

Tata Usaha & 

Umum 

Jania 

Kaur 

Keuangan 

Rusmini 

Kaur 

Perencanaan 

Musfira 

Kesra 

Muh. Tamri 

K. Pemerintahan 

Asmawaty 

Kadus 

Kawasule 

Rasding 

Kadus Hulu 

Padang 

Bilal Alwi Yusuf Rahman 

Kadus 

Salosikambara 
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9. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkeru 

Ukuran kesejahteraan bukanlah dilihat dari banyaknya harta benda atau 

banyaknya uang, melainkan kesejahteraan dapat dilihat ketika masyarakat 

hidup akur dalam lingkungannya dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Masyarakat Desa Pongkeru dalam ukuran standard kesejahteraan 

sebenarnya sudah masuk kategori sejahtera namun persoalan dilapangan tetap 

saja masyarakat kesulitan untuk mencapai kesejahteraan itu. Banyak warga 

Desa Pongkeru merantau ke Daerah penggunungan untuk menanam jagung 

dengan  menggarap lahan orang. Berbeda dengan penuturan beberapa informan 

yang berhasil peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa masyarakat Desa 

Pongkeru sudah  sejahtera. Menurut  Bapak  Muh. Moko mantan kepala Dusun 

Hulupadang mengatakan bahwa 

masyarakat Desa Pongkeru dalam kurung waktu kurang lebih 1 tahun 

terakhir sudah termasuk kategori sejahtera, karena berdasar kepada 

rumah tangga miskin sudah mengalami penurunan yang sangat drastis 

dari sebelumnya hampir semua KK masuk kategori miskin turun menjadi 

263 KK Dari 608 KK, juga dapat dilihat dari rumah-rumah warga yang 

dahulunya rumah kayu sekarang berjejer terganti dengan rumah batu dan 

terbilang megah, hal ini tidak terlepas dari ketekunan warga dalam 

bekerja.  

 

 

Demikian hasil wawancara  oleh salah satu warga yang bernama bapak 

moko. Lain pula dengan tanggapan Bapak Rudi salah satu warga yang mata 

pencahariannya juga sebagai petani sekaligus anggota kelompok tani 

mengatakan bahwa masyarakat Desa Pongkeru sudah sejahtera. Tuturnya 

kehidupan sekarang dibandingkan waktu ia baru-baru menjadi warga 

Desa Pongkeru itu sangat Nampak  perbedaannya, mulai dari pola makan 

yang dulunya hanya satu sampai dua kali sehari dengan makanan nasi 

jagung, sekarang sudah bisa makan sampai berkali-kali dengan nasi yang 
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berasal dari beras yang kualitas baik, sangat berbeda dengan sebelum-

sebelumnya. 

 

Pendapat diatas hampir Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Bahar 

bahwa 

Kalau untuk pemenuhan makanan sudah dapat dikatakan warga 

masyarakat Pongkeru sejahtera karena sudah tidak ada lagi warga yang 

kekurangan makanan, tuturnya hanya orang-orang yang malaslah yang 

akan kelaparan saat sekarang. Kesejahteraan juga dapat dilihat dari 

kendaraan pribadi, hamper semua rumah mempunyai kendaraan jenis 

motor, bukan hanya orang dewasa, bahkan remaja dan anak sekolah 

Dasar sudah memakai kendaraan ke sekolahnya. Itu berarti bahwa 

masyarakat Desa Pongkeru sudah termasuk kategori sejahtera. 

 

Melihat dari beberapa penuturan informan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan di Desa Pongkeru baru masuk 

kategori standar dengan alasan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan 

mendapatkan atau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan masih harus 

mencari usaha di wilayah orang lain untuk bercocok tanam (menanam jagung, 

padi, sayur). Selain itu masalah yang dihadapi masyarakat masih beragam 

seperti masalah yang dihadapi petani jagung, padi dan sayur yang sebagian dari 

lahan mereka kurang subur dan ditambah lagi banyaknya hama babi hutan. 

karenanya peran serta upaya Pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat di 

lapangan. 

B Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti 

menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam 

penelitian yang peneliti lakukan terhadap Rencana Stratrgi di Desa Pongkeru 

peneliti mendapat beberapa data tentang bagaimana implementasi rencana strategi 
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di desa pongkeru dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi. Untuk lebih 

jelasnya, dibawah ini peneliti akan memaparkan satu persatu yang peneliti 

temukan dilapangan.  Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah di 

kemukakan pada bab I, maka data dari para informan sangat dibutuhkan. Untuk 

itu disusun pedoman wawancara untuk menginterpensikan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara. 

1. Upaya Pembangunan Ekonomi Yang Sedang Berjalan di Desa 

Pongkeru 

1. Meningkatkan Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur 

jalan 

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pongkeru memberikan dampak 

yang sangat besar dalam menunjang perekonomian masyarakat karena jalan 

yang merupakan sarana transportasi utama untuk melakukan kegiatan ekonomi. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa satu peringkat 

penting dalam kisaran dasar awam ialah apa yang di pputuskan oleh badan 

perundangan atau pembuat keputusan seolah-olah peringkat ini kurang 

berpengaruh, tetapi pada hakikatnya peringkat pelaksanaan adalah sangat 

penting karena sesuatu dasar tidak bermakna jika tidak dilaksanakan dengan 

benar dan betul. Dengan kata lain, pelaksanaan ialah peringkat di mana sesuatu 

dasar itu dijalankan secara optimum dan dapat mencapai objektif dasar itu 

sendiri. 

Untuk kelancaran tugas-tigas kerjaan dan juga kelancaran aktiviti 

kemasyarakatan perlulah menyokong pembangunan infrastruktur yang 
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mencukupi khususnya dalam bidang kemudahan dan prasarana, antara 

kemudahan dan prasarana yang paling penting ialah akses jalan yang 

mencukupi sehingga memudahkan. Akses masyarakat dalam menjalankan 

aktiviti. 

Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

merealisasikan kemudahan pembangunan seperti perancangan pembangunan. 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang menyokong 

kelancaran pembangunan suatu kawasan karena tanpa infrastruktur yang 

mencukupi ia cenderung untuk terbantu dalam proses pembangunan malah 

hasilnya kurang optimum. 

Berdasarkan uraian tentang bagaimana implementasi pembangunan 

infrastruktur di Desa Pongkeru membuat masyarakat sedikit lega melihat 

kondisi infrastruktur yang sekarang sudah jauh lebih baik dan sudah lumayan 

memberi kemudahan akses dalam menunjang perekonomian masyarakat. 

Penjelasan di atas di sukung oleh hasil wawancara dengan salah satu perangkat 

desa mengenai implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam 

menunjang perekonomian masyarakat yaitu bapak Aksan, S.H selaku kepala 

Desa Pongkeru 

“Pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian 

masyarakat desa dalam hal ini adalah pembangunan jalan sebagai akses 

utama dalam perekonomian sudah dilakukan perbaikan yang signifikan 

agar akses perekonomian masyarakat bisa dilakukan dengan mudah, tapi 

proses perbaikan ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, tapi proses 

perbaikan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena dana yang masuk 

untuk program pembangunan infrastruktur tidak mencakupi karena 

anggaran tersebut tidak difokuskan untuk satu pembangunan saja tetapi 

di bagi untuk program yang lainnya juga”. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aksan, S.H , peningkatan 

pembangunan infrastruktur utamanaya pada jalan sebagai akses utama dalam 

melakukan aktifitas ekonomi sudah dilakukan agar perekonomian masyarakat       

berjalan sebagaimana mestinya. 

Rancangan pembangunan infrastruktur menjadi bagian utama dalam 

pembangunan infrastrukktur karena dengan adanya rancangan pembangunan 

tersebut akan lebih memudahkan untuk membangun infrastuktur karena 

dalam rancangan tersebut sudah terterta hari dan tanggal untuk melakukan 

perbaikan atau pembangunan pada infrastruktur yang di maksudkan agar 

memudahkan masyarakat dalam menggalokasikan hasil panen mereka. 

Hasil wawancara dengan Bapak Moko selaku salah satu aparat Desa 

Lumaring mengatakan bahwa: 

“Implementasi pembangunan di Desa Pongkeru ini memang belumpi 

maksimal sekali dan masih dalam proses perbaikan ki tapi kami dari 

perangkat desa berusaha semaksimal mungkin untuk lakukan yang 

terbaik supaya aksesnya masyarakat dalam melakukan kegiatan 

ekonomi jadi lebih mudah i, untuk kasi mudah pekerjaannya mereka 

nanti untuk isis jalan, na lakukan pembersihan di jalan sama na potong 

itu rumput di pinggir jalan”.
65

 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Moko di atas menjelaskan bahwa 

mereka selaku perangkat desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam 

melakukan perbaikan terhadap infrastruktur di Desa Pongkeru utamanya pada 

jalan sebagai akses utama dalam melakukan kegiatan ekonomi. 
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Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah 

desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh aparat desa dalam musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan 

infrastruktur desa. Hasil wawancara dengan Bapak Jufri Selaku Kadus 

Salosikambara mengatakan bahwa: 

“sebelum dilakukan perbaikan atau pembangunan di desa memang di 

adakan musyawarah terlebih dahulu dek, di musyawarah itu mi nanti 

dibicarakan apa apa saja yang yang harus di perbaiki di desa dan apa saja 

yang di butuhkan di desa”. 

Hasil wawancara dengan Bapak Heliadi selaku Kadus  Hulupadang 

bahwa: 

“sebelum pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dari segi 

manapun pasti diadakan dulu musyawarah di kantor desa dek, terus nnti 

pemerintah desa panggil beberapa perwakilan yang terkait untuk   hadir 

saat dilakukan musyawarah dan dibicarakan semua mi apa yang di 

butuhkan sama masyarakat di desa sampai nanti di simpulkan mi apa- 

apasaja yang diajukan masyarakat dalam musyawarah tersebut”. 

 

Hal hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rudi selaku Kadus Kawasule 

mengatakan bahwa: 

“iye dek sebelum dilakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur 

selalu ji diakan musyawarah sama masyarakat, terus aparat desa juga 

selalu ji mengundang untuk musyawarah sebelum melakukan 

pembangunan, di musyawarah itumi nanti di bicarakan apa-apasaja 

yang mau di lakukan perbaikan atau pembangunan sesuai dengan apa 

yang di butuhkan masyarakat desa”.
70
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Dari hasil wawancara diaras dapat disimpulkan bahwa sebelum 

melakukan perbaikan dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah 

desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dan melibatkan masyarat 

desa dalam musyawarah tersebut sehingga masyarakat dapat meyalurkan 

ide atau menyalurkan pendapat tentang apa yang di butuhkan masyarakat 

dalam pembangunan infrastruktur desa. 

 

2. Meningkatkan Pembangunan Prasarana Air Bersih Dan Kesehatan Desa 

Strategi merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai 

tujuan, namun untuk mencapai tujuan tesebut, strategi tidak berfungsi sebagai 

peta jalan yang memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan 

bagaimana taktik oprasionalnya. Terkadang strategi memiliki tujuan utama dan 

tujuan dari kepentingan-kepetingan yang berperan aktif dalam pembentukan 

strategi tersebut. Strategi sangat dibutuhkan didalam suatu pembangunan 

ataupun didalam suatu program, demikian halnya di Desa Bakaru mengenai 

penyediaan air bersih.  

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan kesehatan. Fungsi 

terpenting dari sistem penyediaan air bersih adalah pencegahan penyebaran 

penyakit melalui air. Tujuan sistem penyediaan air bersih adalah agar dapat 

menyalurkan/mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang 

cukup. Bagian terpenting dalam sistem penyediaan air bersih adalah sumber air 

baku. Dalam sistem penyediaan air bersih, sumber air merupakan satu 
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komponen yang mutlak dan harus ada, karena tanpa sumber air sistem 

penyediaan air bersih tidak akan berfungsi.  

Dengan demikian berdasarkan dari hasil penelitian dari teori Geoff 

Mulgan(2009) diketahui bahwa Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyediaan 

Air Bersih memerlukan peran pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan 

pelaku usaha serta masyarakat itu sendiri.  

Dalam penelitian ini akan diuraikan Strategi Pemerintah Desa dalam 

Penyediaan Air bersih di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. Terdapat 4 item penting untuk mengukur dan mengetahuinya, yaitu 

meliputi: 1.Purposes (Tujuan), 2.Environtment (Lingkungan), 3.Direction 

(Pengarahan), 4.Action (Tindakan). 

Berdasakan hasil wawancara di lapangan, Pemerintah Desa menyikapi 

keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan air bersih di Desa Pongkeru 

dengan mengadakan musyawarah tingkat masyarakat. Hasil dari musyawarah 

tersebut yaitu meminta bantuan dari Pamsimas untuk penyediaan air bersih di 

Desa Pongkeru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS selaku Kepala Desa Pongkeru 

mengenai awal mula perencaan penyediaan air bersih mengatakan bahwa: 

“Awal mula perencanaan penyediaan air bersih ini karena ada keluhan 

dari masyarakat mengenai kurangnya air bersih dan sulit untuk di 

jangkau sehingga Pemerintah Desa menggunakan strategi dengan 

memutuskan untuk bermusyawarah tingkat masyarakat mengenai 

persetujuan pengadaan penyediaan air bersih yang dilaksanakan pada 

hari kamis tanggal 07 januari 2021 yang dihadiri oleh tokoh 

masyarakat dan remaja masjid sehingga hasil dari musyawarah 

tersebut masyarakat sepakat untuk pengadaan penyediaan air bersih di 

Desa Pongkeru kemudian masyarakat juga sepakat untuk bergotong 

royong. Kemudian pihak Pemerintah Desa mengajukan bantuan 
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kepada pihak Pamsimas untuk bekerja sama mengenai soal dana 

dalam mengadakan penyediaan air bersih di Desa Pongkeru,”. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat strategi Pemerintah Desa 

Pongkeru dari segi perencanaan yaitu diawali dengan adanya keluhan dari 

masyarakat mengenai sulitnya memperoleh air bersih sehingga Pemerintah 

Desa menyikapi hal tersebut dengan mengadakan musyawarah tingkat 

masyarakat dengan tokoh masyarakat Desa Pongkeru dan remaja mesjid 

mengenai pengadaan program penyediaan air bersih ini sehingga hasil dari 

musyawarah tersebut yaitu sepakat menyetujui untuk pengadaan penyediaan 

air bersih dan sepakat untuk bergotong royong, yang dimana hasil musyawarah 

ini diumumkan di masjid melalui remaja masjid guna memberikan informasi 

kepada seluruh masyarakat Desa Pongkeru bahwa akan diadakan penyediaan 

air bersih dan akan bergotong royong dalam menyukseskan program 

penyediaan air bersih. Kemudian Pemerintah Desa menindaklanjuti dengan 

mengajukan bantuan kepada pihak Pamsimas untuk mengadakan penyediaan 

air bersih di Desa Pongkeru. 

Setelah menganalisis situasi untuk mengetahui informasi tentang 

lingkungan eksternal dan internal dalam penyediaan air bersih di Desa 

Pongkeru maka Pemerintah Pongkeru Bakaru melakukan strategi dengan 

menyikapi faktor internal dan eksternal dalam penyediaan air bersih di Desa 

Pongkeru.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aksan, S.H selaku Kepala 

Desa Pongkeru mengatakan bahwa:  
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“Strategi kami dalam menyikapi faktor intenal yaitu dari aspek 

keuangan dimana penyediaan air bersih di Desa Pongkeru saat ini 

masih gratis supaya upaya yang dilakukan dapat menimbulkan 

kesadaran masyarakat bahwa apabila air ini tidak ada yang urus maka 

akan sulit, maka dari itu ketika masyarakat sudah paham susahnya air 

ketika tidak ada pengurus maka akan sepakat membayar ketika 

pengurus mengadakan musyawarah untuk membayar setiap 

penggunaan air bersih. Kemudian mengenai faktor eksternal strategi 

Pemerintah Desa menyikapi pada aspek kebijakan pemerintah dalam 

penyediaan air bersih yaitu dalam bergotong royong apabila tidak 

mengikuti kegiatan gotong royong maka dikenakan sanksi berupa 

denda,”.  

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa diketahui bahwa strategi 

Pemerintah Desa Pongkeru dalam menyikapi faktor internal yaitu dari aspek 

keuangan dimana stategi Pemerintah Desa masih menggratiskan masyarakat 

dalam penggunaan air bersih, dengan tujuan agar upaya yang dilakukan dapat 

menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa apabila dalam penyediaan air 

bersih tidak ada pengurus atau yang kelola maka akan sulit, sehingga ketika 

masyarakat sudah paham bagaimana susahnya air ketika tidak ada pengurus 

maka akan sepakat untuk membayar ketika pengurus mengadakan musyawarah 

untuk membayar setiap penggunaan air bersih.  

Kemudian strategi Pemerintah Desa juga menyikapi faktor ekstenal dalam 

penyediaan air bersih yaitu pada aspek kebijakan pemerintah dimana dalam 

penyediaan air bersih di Desa Pongkeru Pemerintah Desa melakukan strategi 

dengan cara bergotong royong dengan masyrakat desa kemudian apabila 

masyarakat tidak mengikuti kegiatan gotong royong maka akan dikenakan 

sanksi berupa denda uang 50 ribu.  

Selain itu pemerintah juga membangun sarana kesehatan berupa Posyandu. 

Posyandu adalah satu bentuk upaya esehatan bersumber daya masyarakat 
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ayang dikelolah dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan Bersama 

masyarakat   dalam menyelenggarakan pembangunan Kesehatan dasar terutama 

dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi pada saat 

kehamilan, pesalinan, atau setelah persalinan. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas Kesehatan masyarakat pemerintah Desa Pongkeru menyelenggarakan 

program pemberdayaan esehatan masyarakat, yaitu Pembatun Pos Pelayanan 

Terpadu (POSYANDU) sehingga jadi nilai tambah dalam program 

pembangunan. 

Data ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu kader 

posyandu mengattakan bahwa: 

“di Pongkeru itu dek sudah di bangun posyandu, posyandu ini sendiri 

dipake untuk pemeriksaan Kesehatan ibu hamil sama anaknya juga, 

terus selain itu sering juga di pake untuk imunisasi, pemantauan gizi 

sama pencegahan dan penanggulan diare, kadang juga sesekali untuk 

pemeriksaan kesehatan untuk orang tua atau lansia, Cuma sarana dan 

prasarananya masih banyak ki yang kurang.  

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

posyandu dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang Kesehatan 

khususnya pada ibu hamil dan anaknya meskipun denga sarana dan prasarana 

yang masih kurang. 

3. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Desa Pongkeru memiliki Bumdes jenis renting yang dimanfaatkan oleh 

beberapa orang yang memiliki keahlian Bumdes menjalankan bisnis 

penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus 

untuk memperoleh pendapatan Desa. Jenis usaha ini berupa pemanfaatan 
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Traktor dan perkakas pesta, awal berdirinya BUMDes ini terkadang masih 

memberatkan masyarakat sebagaimana Bapak Fitri mengatakan. 

“Awal berdirinya Bumdes ini terkadang masih memberatkan masyarakat 
karena masih ada pungutan biaya bantuan oleh kepala Desa misalnya 

biaya penyewaan dan masalahnya lagi untuk pengadaan traktor ini 
terbatas dan hanya satu atau dua orang saja yang bisa memanfaatkan”. 

 
Seiring dengan berjalannya waktu penggunaan traktor ini memberikan 

banyak manfaat bagi masyarakat karena awalnya masyarakat terkendala pada 

saat hendak menggarap sawah karena masih memanfaatkan tenaga hewan yaitu 

sapi yang memakan waktu cukup lama dibandingkan penggunaan traktor 

karena waktu yang digunakan lebih singkat. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Nurmi bahwa setelah  bekerja 
menggarap sawah orang menggunakan traktor maka kehidupan 

kamipun semakin baik karena kami juga sudah bias membangu rumah 
batu karena dulunya rumah kami hanyalaha rumah yang terbuat dari 

kayu itupun jika hujan trun gentengnya biasa bocor. 
 

Dari hasil penelitian diatas Ibu Nurmi juga sudah merasakan manfaat dari 

BUMdes tuturnya bahwa informan juga sudah bangun rumah batu karena 

usaha dan kerja kerasnya bersama dengan suaminya karena suaminya juga 

memanfaatkan waktu yang ada dengan bekerja bangunan Tidak jauh berbeda 

dengan pernyataan Kepala Desa Pongkeru yang mengatakan bahwa: 

“BUMDesa jenis renting berupa traktor ini memang diperuntukkan oleh 
masyarakat yang memiliki keahlian untuk mengoperasikannya untuk 

menambah pendapatan sehingga akan mandiri dikemudian hari yang 
secara otomatis mengurangi daftar  KK yang tergolong miskin. Bukan 

hanya traktor saja yang dimanfaatkan tetapi ada juga perkakas pesta 
yang bisa dimanfaatkan sehingga  masyarakat tidak perlu lagi menyewa 
perkakas dari luar pada saat ada pesta. Karena jika menyewa dari luar 

maka harga perkakas pasti mahal”. 



54 
 

   
 

Demikian wawancara oleh kepala Desa Pongkeru mengatakan bahwa traktor 

memang untuk masyarakat untuk menambah pendapatan dengan tujuan 

mengurangi jumlah KK yang tergolong miskin. Pernyataan lain juga 

dikemukakan oleh Kepala Dusun Kawasule mengatakan bahwa: 

“Kalau traktor memang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 

berbeda dengan perkakas pesta karena jarangji ada orang mengadakan 
pesta apa lagi pada saat musim hujanji tetapi, memang besarji juga 

manfaatnya karena kalau difiki-fikir kalau menyewa itu sangat mahal 
apalagi kalau ada barang-barang yang rusak pasti akan diminta ganti 

rugi”. 

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatan oleh ibu Kamaria saat 

diwawancarai oleh penulis tentang perkakas pesta beliau mengatakan bahwa: 

“saya sangat terbantu sekali dengan adanya perkakas yang disediakan 

oleh pemerintah karena saya sering mengadakan acara kecil-kecilan dan 

biasa meminjam barang-barang tetangga tapi kalau dikembalikan itu 

ribet karena saya meminjam dibanayak tempat, tetapi sekarang sudah 

berbeda karena saya suda bisa memanfaatkan perkakas dari 

pemerintah”. 

 

ketiga pernyataan diatas baik dari pemerintah maupun masyarakat itu 

sejalan karena memang tujuan pemerintah membuat program ini tak lain dan 

tak bukan hanya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Bapak Kepala Desa diatas bahwa tujuannya untuk mengurangi daftar KK 

yang tergolong miskin. 

4. Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 

Masyarakat Pongkeru sebagian besar bekerja sebagai petani padi dan jenis 

tanaman lainnya seperti cokelat dan jagung dan sebagian lagi berprofesi 

sebagai pengrajin. Sebelum lahirnya program pemerintah lewat Gabungan 

Kelompok Tani (GAPOKTAN), masyarakat Pongkeru  mempunyai sistem 
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kerja Roling dalam menggarap sawah dan kebun dengan beberapa orang 

anggota dalam satu kelompok kerja. Kerja roling dikenal dengan istilah 

„A‟ralloen‟ atau menggarap sawah/kebun secara bergiliran dengan sistem 

roling yang telah disepakati dengan anggota kelompok “A‟ralloeng” juga 

mempunyai nama lain yang sering dipakai masyarakat Desa tetangga yang 

disebut dengan istilah „A‟rera‟. 

Sebelum terbentuknya kelompok tani di Desa Pongkeru, sistem A‟ralloeng 

merupakan cara mudah dan tepat bagi masyarakat untuk mempermudah atau 

saling memudahkan setiap tiba musim tanam karena garapan yang sulit bila 

dikerja sendiri menjadi mudah karena waktu penggarapannya juga relatif 

singkat dan tentunya tenaga yang mengerjakan juga banyak. 

Kelompok tani adalah anggota masyarakat yang ingin bergabung baik itu 

petani atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, sumberdaya dan kekerabatan 

untuk meningkatkan usaha anggota. Gabungan kelompok tani Pongkeru adalah 

kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung bekerja sama untuk 

meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha tani. 

Tujuan gabungan kelompok tani Desa Pongkeru untuk Mendaya gunakan 

potensi sumberdaya lain, dan sumberdaya modal untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan anggota-anggota melalui pengembangan usaha 

skala ekonomi dan berorientasi pasar. 

Program pemberdayaan bagi kelompok tani di Desa Pongkeru dirasakan 

oleh masyarakat yang tergabung didalam kelompok tani sebagai sebuah 
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kegiatan positif. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh salah satu anggota 

kelompok Tani yaitu Bapak Tina, menurutnya program yang ditujukan bagi 

kelompok tani ini memiliki nilai positif dalam berbagai hal, diantaranya 

masyarakat menjadi lebih tahu mengenai berbagai hal yang mendukung 

keberhasilan usaha tani dari bantuan bibit yang diberikan Pemerintah serta 

hasil panen juga lebih meningkat. 

Program pemberdayaan kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani 

(GAPOKTAN) di Desa Pongkeru yang meliputi dua Dusun yakni Dusun 

Hulupadang dan Dusun Kawasule beberapa kelompok tani dari masing-masing 

Dusun sejauh ini terbilang bagus meskipun masih ada yang masih 

membutuhkan bimbingan dalam pemanfaatan lahan dan bercocok tanam. 

Setelah terbentuknya Gabungan Kelompok Tani kondisi kesejahteraan 

masyarakat Desa Pongkeru meningkat, ini ditegaskan oleh Aksan selaku 

Kepala Desa Pongkeru mengatakan bahwa: 

Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Pongkeru mengalami 

peningkatan  setelah terbentuknya gabungan kelompok tani. Salah satu 

programnya adalah pengadaan bibit padi/jagung unggulan dari lembaga 

Gapoktan yang bisa panen dua kali panen dalam  kurung waktu 13 bulan. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelum adanya bantuan kelompok, karena 

bibit padi yang digunakan adalah bibit  padi biasa dari hasil panen petani 

itu sendiri. Terkecuali tanaman padi/jagung tidak semua petani berhasil 

karena banyaknya hama pengganggu seperti hama babi misalnya, 

tanaman padi akan habis kalau petani tidak betul-betul serius dalam 

melakukan penjagaan. 

 

Lain Halnya yang dikatakan Bapak Maikel : 

 

semenjak dibentuknya gabungan kelompok tani sampai saat ini saya 

sudah merasakan manfaatnya karena saya sudah bisa berbagi meskipun 

hanya sedikit. 
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Dari hasil wawancara peneliti diatas oleh Bapak Maikel juga sudah 

merasakan manfaat dari kelompok tani, tuturnya bahwa informan juga sudah 

bisa bangun rumah batu karena usaha  dan kerja kerasnya memanfaatkan 

lahan-lahan dan tentunya juga bantuan dari kelompok tani yang ada.kemudian 

suaminya juga memanfaatkan waktu yang ada dengan bekerja bangunan. 

Bantuan pemerintah terhadap kelompok tani benar-benar sangat membantu 

warga masyarakat Pongkeru seperti bantuan bibit padi dan jagung hibrida 

meskipun bantuan itu terkadang masih dirasakan minim dan terkadang juga 

bukan pada musimnya tetapi bukan menjadi sebuah hambatan kepada 

sebagaian masyarakat yang betul-betul ingin bekerja sebagian masyarakat juga 

sangat merasakan manfaat dari bantuan pemerintah kepada kelompok tani 

seperti Bapak Anton menngatakan bahwa: 

Adanya bantuan pemerintah seperti bantuan bibit padi dan jagung itu 

sangat mengurangi beban karena uang yang seharunya dipakai untuk 

membeli bibit berkualitas yang cukup mahal dapat digunakan untuk 

membeli pupuk dan kebutuhan yang lainnya sehingga beban dirasakan 

sedikit berkurang. Saya berterimakasih sekali kepada pemerintah dan 

harapan supaya perhatiannya lebih ditingkatkan lagi. 

 

 

2. Faktor Penghambat Peningkatan Ekonomi Desa Pongkeru 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan maka dapat diketahui 

beberapa faktor yang menghambat peningkatan ekonomi Desa Pongkeru 

sebagai berikut: 

a. Fasilitas ekonomi yang belum lengkap 

Fasilitas merupakan sebuah penunjang dalam pertumbuhan ekonomi, 

berbagai fasilitas dibutuhkan misalnya fasilitas ekonomi. Fasilitas ekonomi di 
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Desa Pongkeru terbilang sedikit, misalnya tidak ada koperasi desa maka dari 

itu kurangnya fasilitas ekonomi dikategorrikan sebagai salah satu faktor 

penghalang dalam pengembangan desa. 

Hal ini sejalan dengan salah satu penelitian yang dimana menjelaskan 

bahwasanya fasilitas adalah sarana pendukung untuk suatu desa, tanpa adanya 

fasilitas yang memadai maka desa tersebut akan sulit dalam berkembang. 

 

b. Tingkat perekonomian yang rendah 

Pekerjaan dominan yang dilakukan oleh masyarakat desa pada umumnya 

yaitu sebagai petani begitu pula dengan Desa Pongkeru yang memiliki 

pekerjaan dominan yakni sebagai petani, salah satu faktor yang mendukung 

banyaknya petani yaitu karena lahan pertanian yang luas. Yang dimana hal ini 

tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur rendahnya perekonomian yang ada 

di daerah tersebut. Masyarakat Desa Pongkeru juga dominan merupakan 

tamatan SD-sederajat, dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat perekonomian desa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa tingkat 

perekonomian rendah dapat dilihat dari profesi masyarakatnya yang sebagian 

besar berprofesi sebagai seorang petani, selain itu sebagian besar penduduk 

memiliki tingkat pendidikan rendah, serta banyaknya masyarakat yang 

merupakan tamatan SD atau bahkan ada yang tidak tamat SD sederajat, dengan 

situasi ini maka desa dapat dikatakan tertinggal. 
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c. Pemanfaatan lahan belum maksimal 

Desa Pongkeru merupakan salah satu desa di kecamatan yang memiliki 

lahan yang cukup luas, pemanfaatannya pun mula beragam mulai dari lahan 

untuk pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Namun, disamping itu 

terdapat pula beberapa penggunaan lahan yang belum maksimmal, contohnya 

seperti lahan perkarangan yang dibiarkan ataupun tanah kosong yang tidak di 

urus, padahal jika lahan tersebut dikelola dengan maksimal maka lahan 

tersebut dapar memberikan manfaat dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat itu sendiri ataupun minimal dalam pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga. 

Hal ini sejalan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Arsyad L, 

Edi Indra Setiawan, dan Arka Damyanti memaparkan bahwa dengan 

melakukan pengamatan lahan yang ada saat ini maka dapat memunculkan 

prospek yang mampu meningkatkan produktivitas serta kesadaran diri dalam 

memanfaatkan lahan dengan sangat optimal guna memenuhi kebutuhan serta 

mendongkrak perekonomian rumah tangga.
46

 

 

d. Bencana alam yang biasa terjadi 

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang dapat mengancam serta 

mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia 

maupun dari alam itu sendiri yang berdampak pada timbulnya korban jiwa, 

kerusakan pada lingkungan serta kerugian material, Desa Pongkeru sendiri 

                                                             
46 Arsyad L, Edi Indra Setiawan, dan Arka Damayanti “ The Role Of Local Government In 

Empowering Micro, Small And Medium Enterprises In North Luwu Regency”,  DINAMIS: 

Journal Of Islamic Management And Bussines 5, No. 1 (April 2022): h. 8, 

https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance. 
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pernah mengalami bencana alam merupakan satu diantara beberapa faktor yang 

memiliki dampak terhadap kemajuan ekonomi.  

Hal ini searah dengan penelitian yang menjelaskan bahwasanya dampak 

bencana berdasarkan kajian ekonomi menunjukkan bahwasanya bencana dapat 

mempengaruhi sumber daya lokal apabila sumber daya tersebut berkurang 

maka daerah tersebut akan meminta bantuan kepada Negara yang akan 

berdampak pada beban perekonomian nasional. 

Upaya pemerintah Desa Pongkeru dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat merupakan salah satu program dalam rangka mempercepat 

penanggulangan kemiskinan dan memperkuat proses pemberdayaan 

masyarakat serta mengupayakan terjadinya keseimbangan dan kesinambungan 

proses sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh tersedianya anggaran. 

Selebihnya Emi selaku sekretaris Desa Pongkeru mengatakan: 

 kendala seperti ini memang sering terjadi dimasyarakat Pedesaan namun 

kami sudah koordinasikan kepada Pak Desa mengenai hal ini dan kami 

nilai ini sebagai acuan bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi dimasa 

yang akan datang. 

 

Karakter masyarakat yang berbeda-beda merupakan salah satu kendala yang 

juga sering muncul dalam kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan penyuluhan, 

namun kerja keras dan semangat perubahan Pemerintah Desa Pongkeru mampu 

melalui itu dengan tekat kemajuan masyarakat adalah prioritas pertama dan 

utama. 

3. Faktor Pendorong Peningkatan Ekonomi di Desa Pongkeru 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor 

pendorong dalam mengembangkan ekonomi desa, adapun faktor pendorong 

yang di dapatkan yakni:  

a. Pertanian dan perkebunan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di dapatkan serta beberapa yang 

telah dikumpulkan bahwasanya pertanian dan perkebunan merupakan salah 

satu sektor yang berpotensi dalam pengembangan ekonomi desa. Dimana luas 

lahan penggunaan sawah yakni 468 Ha, dengan di dominasi oleh padi 

merupakan penghasilan utama dari sektor pertanian yang dikelola oleh 

masyarakat Desa Pongkeru. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dimana di jelaskan bahwa pertanian 

merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat 

pedesaan. Salah satu bentuk atau peran penting pertanian yakni mengurangi 

angka kemiskinan di wilayah pedesaan, luas lahan perkebunan di Desa 

Pongkeru yakni sekitar 1.025,25 Ha, yang di dominasi oleh tanah perkebunan 

rakyat, berdasarkan hasil wawancara serta kumpulan data bahwasanya 

dominan perkebunan saat ini yang di kelola oleh masyarakat desa yakni kelapa 

sawit, hal tersebut dikarenakan harga sawit yang tinggi saat ini, selain itu 

terdapat pula perkebunan dengan menanam beberapa jenis buah-buahan. 

b. Peternakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwasanya 

peternakan merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi faktor pendorong 

dalam mengembangkan ekonomi desa, hal tersebut di karenakan masyarakat 
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Desa Pongkeru banyak memelihara hewan ternak, dan hewan ternak yang 

banyak di peluhara yaitu ayam kampong yakni hamper seluruh warga 

memelihara ayam kampung. 

c. BUMDES 

Badan usaha milik desa merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh 

pemerintah desa serta memiliki status sebagai badan hokum. Di Desa Pongkeru 

sendiri, telah ada BUMDES namun pemanfaatannya belum maksimal, tetapi 

BUMDES ini dimasukkan kedalam salah satu potensi di karenakan apabila 

BUMDES dikelola dengan baik maka dapat menghasilkan sebuah produk desa 

yang dapat menunjang perekonomian masyarakat desa. 

BUMDES sebagai salah satu potensi yang dapat menunjang perekonomian 

sejalan dengan penelitian yang di dijelaskan bahwa BUMDES merupakan 

sebuah usaha yang pembentukkannya untuk suatu tujuan yakni dalam upaya 

meningkatkan perekonomian desa, domana pengelolaan serta pelaksanaannya 

dilakukan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat desa, dimana 

pembentukan BUMDES dilakukan dengan melihat sebuah potensi serta 

peluang. BUMDES dapat juga difungsikan sebagai tempat untuk menciptakan 

peluang dan usaha termasuk untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Desa. 

c. Perhutanan  

Hutan yang dimiliki oleh Desa Pongkeru terbilang cukup luas yang 

tergolong ke dalam hutan rakyat. Adapun hutan yang dimiliki oleh Desa 

Pongkeru memilki sifat manfaat tangible dan manfaat intangible. Dimana salah 
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satu manfaat tangible yaitu madu dan kayu, sedangkan untuk manfaat 

intangiblenya salah satunya yaitu udara yang bersih dan segar yang didapatkan 

dari pepohonan yang terdapat di hutan di Desa Pongkeru. 

Adapun hutan sebagai salah satu potensi ekonomi selaras dengan penelitian 

yang menyatakan bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang 

memberikan manfaat dalam kesejahteraan masyarakat baik yang dirasakan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

d. UMKM 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup 

strategis pada pembangunan di wilayah pedesaan. UMKM memiliki solusi 

yang efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Desa Pongkeru sendiri 

memiliki potensi UMKM apabila dikembangkan dengan maksimal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang memaparkan bahwa UMKM 

memiliki peran pentingdalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar serta 

menghidupkan usaha-usaha local. Hadirnya UMKM menjadi salah satu solusi 

yang mampu menyelesaikan ketimpangan diantara desa dan kota serta 

menggerakkan perekonomian daerah. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

dilokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan atas 

tujuan penelitian pada bab I, adalah sebagai berikut: 

1. Upaya Pembangunan Ekonomi Yang Sedang Berjalan di Desa Pongkeru 
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Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang di lakukan oleh pemerintah 

Desa Pongkeru dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di 

Desa Pongkeru memberikan dampak postif bagi masyarakat Desa Pongkeru 

meskipun masih ada beberapa pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. 

Adapun program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Desa 

Pongkeru yaitu perbaikan akses jalan yang mumadahkan masyrakat dalam 

melakukan kegiatan ekonominya, pembangunan drainase yang mempermudah 

masyarakat dalam menyalurkan air pada sawah dan perkebunannya, 

pembangunan talud bronjong yang bertujuan untuk memperkecil pengikisan tanah 

di pinggir sungai saat terjadi hujan deras dan banjir, pembangunan musollah 

untuk masyarakat agar memudahkan akses masyarakat untuk melakukan ibadah 

dan pembangunan posyandu untuk mempermudah pemeriksaan Kesehatan bagi 

ibu hamil dan anak, imunisasi, pemeriksaan gizi, dan pemeriksaan Kesehatan bagi 

orang tua atau lansia.  

Setelah menganalisis situasi untuk mengetahui informasi tentang 

lingkungan eksternal dan internal Pemerintah Desa Pongkeru dalam hal 

penyediann air bersih menggunakan strategi dengan cara menyikapi faktor 

internal dari aspek keuanagan dan faktor eksternal dari aspek kebijakan 

pemerintah. Kemudian Pemerintah Desa Pongkeru juga melakukan strategi 

dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar ketika 

terjadi perubahan cuaca baik musim hujan atau musim kemarau. Sehingga 

masyarakat sudah merasakan beberapa bentuk bantuan dari pertimbangan 

Pemerintah Desa dalam penyediaan air bersih, hanya saja terkendala dengan 
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proses penyaluran bantuan yang agak lambat sehingga terkadang air bersih tidak 

mengalir ke rumah masyarakat.  

Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih 

mengalami kendala. Yaitu dari lahan masyarakatnya yang masih sengketa dan ada 

yang mengijinkan ada yang tidak serta. Saat ini pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses 

masyarakat perdesaan terhadap peng- ambilan kebijakan pembangunan yang akan 

dilakukan di desanya, hal ini dise- babkan oleh minimnya koordinasi atau 

hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah 

pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa 

sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima 

program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang 

sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikan 

masyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah 

dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan 

bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. 

Strategi ini merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang 

dimaksudkan untuk membangun visi dan misi pemerintah desa dalam menetapkan 

tujuan pemerintah member- dayakan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat 

di desa. Bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian 

usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk 

membangun prasara- na atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses pembangunan. Berdasarkan strategi pembangunan 
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yang telah diuraikan tersebut, setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan 

dari berbagai unsur yang meliputi masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, 

maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. 

 

2. Faktor Penghambat Dan Pendorong 

Perkembangan suatu daerah tidak selalu mulus, terutama dalam hal 

pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa faktor antara lain pendaan, 

kontur jalan dan cuaca mempengaruhi kesulitan yang sering muncul dalam 

pembangunan, Kontur tanah di Desa Pongkeru ini tidak semunya keras, ada 

beberapa tanah yang memiliki kontur tanah yang lembek, tananh yang ada di 

Desa Pongkeru juga tidak semuanya rata, ada beberapa jalan yang memiliki 

tanjakan dan turunan. 

kondisi tanah adalah salah satu kendala dalam melakuakan pembangunan 

infrastruktur karena jika kontur tanahnya tidak di perhatikan dengan baik dan 

seksama maka infrastruktur yang di bangun bisa saja mengalami kerusakan 

dalam jangka waktu yang tidak lama. faktor   penghambat lainnya adalah faktor 

cuaca, karena kita tidak dapat memprediksi ncuaca yang akan terjadi dan ketika 

cuaca tidsk mendukung atau hujan maka pembangunan harus di pending atau di 

hentikan terlebih dahulu sampai cuacanya kembali membaik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rencana Strategis Peningkatan 

Pembangunan di Desa Pongkeru. Sesuai dengan rencana arah kebijakan yang ada 

di Desa Pongkeru yang meliputi empat program perencanaan di Desa Pongkeru, 

yaitu Pembangunan di sektor jalan, P-3 POSYANDU (Pembangunan, Pembinaan, 

dan Pengelolaan), Pengembangan ekonomi produktif dan penguatan kembali 

BUMDes “Bersama Jaya”. Dan Pembentukan kembali organisasi GAPOKTAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Berdasarkan pembahasan yang ada di atas maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Rencana Strategis Pembangunan Desa Pongkeru untuk pembangunan di sektor 

jalan belum memadai dikarenakan pembangunan jalan yang berada di Desa 

Pongkeru belum merata. Dari 3 dusun yang ada hanya 1 dusun yang 

diprioritaskan pembangunan batu koral sikat, sedangkan dusun-dusun lainnya 

membutuhkan peningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

infrastruktur jalan lainnya seperti; jalan pemukiman, jalan antara pemukiman 

ke wilayah pertanian, dan lingkungan pemukiman masyarakat Desa.  

2. Perencanaan P-3 (Pembangunan, Pembinaan, dan Pengelolaan) Posyandu di 

Desa Pongkeru belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara 

dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penelti di lapangan, yang 

dimana hanya ada 2 (Dua) titik pembangunan Posyandu di Desa Pongkeru. 
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Untuk pembinaan dan pengelolaan kader-kader Posyandu bekerja sama dengan 

Pemerintah Desa Pongkeru untuk meningkatkan pelayanan kegiatan Posyandu. 

Sedangkan untuk perencanaan strategis pembangunan Desa Pongkeru bukan 

hanya difokuskan untuk P-3 Posyandu saja melainkan untuk meningkatkan 

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan desa 

di antaranya; air bersih berskala desa, peningkatan pelayananan kesehatan 

desa, sarana dan prasarana kesehatan desa.  

3. Pengembangan ekonomi produktif dan penguatan kembali BUMDes “Bersama 

Jaya” ini masih belum berjalan dengan baik, pihak BUMDes “Bersama Jaya” 

selaku lembaga penyelenggara pemerintahan di Desa Pongkeru ingin kembali 

mengaktifkan fungsi dari BUMDes, dengan kembali berjalannya BUMDes ini 

diharapkan masyarakat di Desa Pongkeru terbantu dari segi perekonomiannya 

dan untuk Pemerintah Desa Pongkeru dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (PADes). Adapun rencana strategis Pemerintah Desa Pongkeru dalam hal 

pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi di antaranya; pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, Lumbung Desa, 

lahan pertanian, dan kandang ternak.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dituliskan terkait dengan strategi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi desa, maka penulis memberikan saran yang bertujuan 

untuk kemajuan ekonomi desa serta ke efektifan program desa kedepannya, yakni: 
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1. Melakukan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan di setiap dusun yang 

berada di Desa Pongkeru 

2. Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang 

pendidikan, kesehatan, maupun sarana pendukung ekonomi masyarakat desa di 

Desa Pongkeru. 

3. Perlu adanya peningkatan pemahaman segenap perangkat desa, unsur 

pembangunan, dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan 

pembangunan untuk mengatasi masalah dan isu-isu sosial yang terjadi di Desa 

Pongkeru. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Data dari Narasumber. 

Nama   : 

Alamat   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan Terakhir : 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana upaya yang di lakukan pemerintah Desa Pongkeru dalam 

peningkatan pembangunan ekonomi? 

2. Berapa lama waktu yang di butuhkan dalam peningkatan pembangunan 

ekonomi? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Pongkeru dalam upaya 

peningkatan pembangunan ekonomi? 

4. Apakah faktor pendorong dan penghambat implementasi renstra di Desa 

Pongkeru? 

5. Bagaimana upaya masyarakat dalam membantu peningkatan pembangunan 

ekonomi? 

6. Berapa dana desa yang di gunakan dalam pembangunan ekonomi? 
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Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Membaca Tulis Qur‟an 
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Lampiran 4: Kuitansi Pembayaran UKT 
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Lampiran 5: Kartu Kontrol 
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Lampiran 6: Buku Kontrol 
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Lampiran 7: Sertifikat Toefel 
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Lampiran 8: Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP 
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merupakan anak ke- 3 dari 6 bersaudara dari pasangan 

Bapak Rustam dan Ibu Sarmin. Adapun riwayat 

pendidikan penulis, pendidikan pertama di SDN 235 

Pongkeru, Penulis tamat pada tahun 2011, dan penulis terdaftar sebagai siswa 

di SMPN 4 Malili, dan tamat pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama 

penulis terdaftar sebagai siswa SMAN 1 luwu timur dan tamat pada tahun 

2017. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di kampus IAIN Palopo, 

pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

dan pada akhirnya penulis menulis skripsi dengan judul “Implementasi 

Rencana Strategi Di Desa Pongkeru Dalam Upaya Peningkatan 

Pembangunan Ekonomi”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

studi pendidikan jenjang program strata (S1) Ekonomi Syariah. 


